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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan good governance yang 
meliputi prinsip participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus 
orientation, equity, effectivity and efficiency, accountability, dan strategic vision dan 
pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal terhadap 
kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar. Data penelitian 
diperoleh dari observasi dan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Penelitian ini 
menggunakan model analisis regeresi linier berganda dengan software SPSS. Hasil 
pengujian analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa penerapan good governance 
dan pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah di Kota Makassar. Kinerja pengelolaan keuangan Kota Makassar 
dipengaruhi oleh penerapan good governance dan pengendalian internal sebesar 58,17% 
dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 





Permasalahan dalam sektor publik sangat beragam dan sangat dielukan banyak 
masyarakat terutama soal pelayanan publik. Masyarakat  mengharapkan bahwa pelayanan 
yang baik akan membawakan dampak yang baik pula untuk kesejahteraan mereka. Namun 
kondisi ini sering didapati sebagai tonggak permasalahan di setiap organisasi nonprofit atau 
di dalam sebuah negara dikatakan pemerintahan daerah. Aparatur pemerintahan daerah 
sering menghianati kepercayaan publik melalui kinerja mereka yang tidak bagus atau tidak 




aparatur pemerintahan daerah. Kepentingan ini beragam seperti adanya kepentingan politik, 
bekerja di luar kewenangan, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan adanya pemborosan 
dana oleh oknum tertentu. Pandangan masyarakat terhadap pemerintah saat ini sangat 
menentukan stigma yang dibangun guna mendukung kinerja pemerintahan daerah. Krisis 
kepercayaan masyarakat terkait kinerja PEMDA dinilai dapat mempengaruhi tingkat 
efektivitas dan efisiensi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Demi 
mewujukan sebuah pemerintahan yang baik maka pemerintah harus mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan tegas atau dikenal dengan istilah good governance. Tata kelola 
yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan 
administrasi publik dewasa ini. Pola – pola lama penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak 
sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah 
untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus direspon oleh pemerintah dengan 
melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada terwujudnya  penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik. 
Good Governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang baik dinilai dari 
beberapa indikator tertentu. Umumnya indikator yang sering dinilai dalam kinerja 
pemerintahan adalah transparancy, accountability, responsiveness, effectiveness dan 
efficiency, dan  participation. Bukan hanya pemerintahan saja yang dapat menggunakan 
konsep ini, entitas perusahaan juga dapat menggunakannya. Selain good governance, faktor 
lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi khususnya publik adalah 
pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan kebijakan–kebijakan, prosedur–
prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset–aset perusahaan dari 
kerugian atau korupsi dan untuk memelihara keakuratan data keuangan (Dasaratha dan 
Frederick, 2011). Sistem pengendalian internal dilaksanakan menyeluruh di lingkungan 
organisasi publik baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Salah satu tujuan 
yang ingin dicapai dengan penerapan pengendalian internal adalah memberikan keyakinan 
yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Kewajiban tentang 
penyelenggaraan pengendalian internal di masing–masing organisasi dan entitas pelaporan 
juga dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 yang secara 
eksplisit mengatur apa yang dinamakan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
(SPIP) yang secara konsep banyak mengacu kepada definisi pengendalian internal menurut 
Committee of Sponsoring Organization (COSO).  
Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian mengenai good 
governance dan pengendalian internal sebelumnya diteliti oleh Pratolo (2006) yang meneliti 
mengenai pengendalian intern, komitmen organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip good 
governance menemukan bahwa lemahnya pengendalian manajemen akan berpengaruh 
secara kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dan kinerja. Sedangkan 
menurut Lucy dkk (2013) yang meneliti tentang analisis pengaruh akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah 
mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kedua penelitian ini 
memiliki persamaan indikator variabel dengan peneliti dan hasil penelitian yang serupa, 
namun subjek dan objek penelitian yang digunakan berbeda. Penelitian ini menjadi penting 
karena subjek dan objek yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
 
 
II. Tinjauan Pustaka 
 
2.1.  Teori Atribusi 
Teori atribusi akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan 
penyebab atau motif perilaku seseorang. Robbins (2006:172) mengemukakan teori atribusi 
adalah perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Faktor 
internal adalah pemicu yang berada di bawah kendali pribadi individu itu, sementara faktor 
eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu individu dipandang terpaksa 




mempelajari tentang bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau 
sebab perilakunya. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor disposisional (faktor 
dalam/internal), ataukah disebabkan oleh keadaan eksternal. 
 
2.2.  Good Governance  
Good governance dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih 
dalam, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu bentuk penyelenggaraan 
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan 
pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik 
secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and 
political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Mardiasmo, 2009). Adapun prinsip – 
prinsip dari good governance adalah partisipasi, kerangka hukum, transparansi, responsif, 
consensus orientation, equity, efisien dan efektif, akuntabilitas, visi masa depan. 
 
2.3. Pengendalian Internal 
Pengendalian internal adalah adalah suatu proses yang dipengaruhi untuk 
memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui: 
efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan 
terhadap undang-undang dan aturan berlaku. Pengendalian internal dapat diukur 
berdasarkan indikatornya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. 
 
2.4.  Kinerja Pengelolaan Keuangan 
Kinerja pengelolaan keuangan adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan 
mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna 
mendukung berjalannya sistem pemerintahan. 
 
III. Design Penelitian dan Metodologi 
 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Metode ini berguna untuk mengukur hubungan antara variabel riset, atau untuk menganalisis 
bagiamana penagruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Peneliti menggunakan desain 
penelitian untuk mengetahui apakah penerapan good governance dan pengendalian internal 
sebagai variabel independen memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di 
Kota Makassar sebagai variabel dependen. Penelitian ini menekankan pada pengukuran 
variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Jenis data dalam penelitian ini berupa jenis 
data subjektif yang diperoleh berupa opini, sikap, pengalaman, dan karakteristik dari 
responden yang menjadi subjek penelitian. Sumber data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden terhadap item-item pernyataan 
yang terdapat dalam instrumen penelitian.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan kuesioner. Kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pernyataan yang akan 
dibagikan kepada responden. Setiap kuesioner yang didistribusikan kepada para responden 
disertai surat permohonan pengisian kuesioner. Adapun kuesioner dalam penelitian ini 
mendefinisikan operasioanal variabel ke dalam indikatornya, selanjutnya indikator tersebut 
dijabarkan ke dalam bentuk pernyataan, dan kemudian pemberian skor atas jawaban dari 
responden atas pernyataan-pernyataan yang ada. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS 20.0. 
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda (Multiple Regression Analysis). Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan 
pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan analisis 
regresi linier secara umum untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
 
Y = α + β1X1 + β2X2  + ε (1) 
 
Keterangan:  




β1 = Koefisien regresi multiple variabel bebas X1 terhadap variabel terikat Y,bila variabel 
bebas lainnya dianggap konstan 
β2 = Koefisien regresi multiple variabel bebas X2 terhadap variabel terikat Y,bila variabel 
bebas lainnya dianggap konstan 
 
Teknik pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
menggunakan indicator dari masing-masing variabel. Good governance menggunakan 
indikator participation, rules of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, 
equity, effectiveness and efficiency, accountability, dan strategic vision untuk mengukur 
sejauh mana variabel good governance diterapkan. Pendekatan internal menggunakan 
indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 
komuikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Serta untuk variable pengelolaan 
keuangan pemerintah daerah diukur dengan indikator value for value for money yang terdiri 
dari ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. 
 
IV. Hasil Penelitian & Pembahasan 
 
4.1. Hasil Penelitian  
Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah variabel 
penerapan good governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah secara 
parsial. Taraf signifikansi yang dipilih dan ditetapkan dalam penelitian ini adalah 0,05. (α = 
0,05) dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. 
 




Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 9,839 ,375  26,224 ,000 
Good Governance ,245 ,007 ,538 33,555 ,000 
Pengendalian Internal ,362 ,020 ,288 17,943 ,000 
Sumber: Data primer, 2016 
Berdasarkan output coefficients diatas, diketahui bahwa nilai koefisien untuk 
penerapan good governance (X1) sebesar 0,245 bernilai positif. Pengaruh positif dapat 
diartikan bahwa semakin meningkat penerapan good governance maka meningkat pula 
kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil nilai t hitung penelitian 
ini adalah 33,555 > t tabel 2,018 dan nilai signifikansi 0,000 <  0,05. Maka dapa disimpulkan 
bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, yang artinya penerapan good governance  berpengaruh 




  Ho diterima 
   
                                                                                 -2,018     0       +2,018 
Gambar 1. Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Uji t 
 
Hasil output coefficient untuk pengendalian internal sebesar 0,362 bernilai positif. 
Pengaruh positif dapat diartikan bahwa semakin meningkat pengaruh pengendalian internal 
maka meningkat pula kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil 
nilai t hitung penelitian ini adalah 17,943 > t tabel 2,018 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
Maka dapa disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, yang artinya pengendalian 












                                                      -2,018      0              +2,018 
Gambar 2. Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Uji t 
 
Dalam rangka mempermudah pembacaan hasil dan interpretasi analisis regresi maka 
digunakan persamaan regresi berganda. Persamaan tersebut berisi konstanta dan koefisien-
koefisien regresi yang didapat dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. 
Persamaan regresi yang telah dirumuskan kemudian didukung oleh pengolahan data dengan 
menggunakan aplikasi atau program SPSS 20, maka diperoleh persamaan akhir berdasarkan 
hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut: 
 
a. Persamaan regresi untuk variabel good governance secara parsial berpengaruh 
positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota 
Makassar. 
 
Y1 = α + β1X1  + ε   (2) 
 
Y1 = 9,839 + 0,538 X1  + ε  (3) 
 
b. Persamaan regresi untuk variabel pengendalian internal secara parsial berpengaruh 
positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota 
Makassar. 
 
Y1 = α + β2X2  + ε   (4) 
 
Y1 = 9,839 + 0,288 X2  + ε  (5) 
 
 
4.2. Pembahasan  
Salah satu kebijakan umum pembangunan Kota Makassar adalah mengefektifkan 
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Good governance 
dianggap salah satu faktor yang mampu meningkatkan kinerja keuangan pengelolaan 
pemerintah daerah sehingga pada akhirnya mendorong terealiasinya misi dan visi Kota 
Makassar. Penerapan prinsip participation menekankan kepada terlibatnya masyarakat 
dalam urusan pemerintahan. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di 
berbagai tingkat menjadi jalan bagi masyarakat untuk ikut memberikan masukan terhadap 
rencana pembangunan daerah. Selain itu berbagai bentuk partisipasi masyarakat dianggap 
cukup baik.Adanya kepastian hukum yang memadai dan dijamin oleh pemerintah daerah 
merupakan cerminan terciptanya prinsip rule of law di mana selama  tahun 2009-2013 
terdapat 76 peraturan daerah yang telah ditetapkan. Transparansi dalam proses pelayanan 
publik, pengelolaan keuangan daerah, dilakukan dengan baik. Saat ini Kota Makassar 
memiliki layanan perizinan berbasis IT yang dinamakan sistem e-goverment. Penerapan 
prinsip responsiveness bisa dilihat dengan adanya sistem pengaduan masyarakat yang 
tersedia seperti pengaduan langsung, pengaduan melalui telepon hot line, melalui sms dan 
media cetak. 
Dalam menciptakan kebijakan-kebijakan publik, pemerintah daerah senantiasa 
memperhatikan kepentingan semua pihak. Consensus Orientation merupakan prinsip yang 







musyawarah seperti “tudang sipulung” yang diadakan setiap tahun dalam rangka membahas 
bersama pembangunan yang ada di Kota Makassar. Prinsip equity diterapakan dengan baik 
oleh pemerintah Kota Makassar. Hal ini terbukti dengan adanya terobosan inovatif dalam 
pemerataan ekonomi melalui bantuan sarana usaha bagi masyarakat kurang mampu. 
Dengan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang baik dan penetapan indikator 
kinerja yang terukur dengan jelas telah mendukung terciptanya penerapan prinsip 
accountability dalam lingkup pemerintah Kota Makassar sehingga setiap pekerjaan bisa 
dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Melihat 
Visi dan Misi Pemerintah daerah Kota Makassar tahun 2014-2019, arah kebijakan 
pembangunan menuju kota dunia senantiasa diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan 
dan kualitas hidup masyarakat diantaranya peningkatan terhadap pelayanan kepada 
masyarakat. Pemerintah Kota Makassar menciptakan visi yang jauh kedepan sebagai 
perwujudan dari prinsip strategic vision demi kepentingan seluruh komponen masyarakat 
Masyarakat. 
Pengaruh good governance dalam kinerja pengelolaan keuangan secara langsung 
telah dilaksanakan oleh OPD di kota Makassar. Hal ini didukung oleh teori atribusi yang 
menyatakan bahwa perilaku atau tindakan dapat berubah jika dipengaruhi oleh faktor internal 
atau faktor eksternal. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Nugraha 
(2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang” yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara indikator good governance terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten 
sidenreng rappang. Terkait komponen pengendalian internal menurut PP No. 60 tahun 2010 
memperkenalkan adanya lima komponen pengendalian internal yang meliputi, lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan 
pemantauan pengendalian internal. Untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif 
maka elemen-elemen pengendalian perlu ditingkatkan dan dievaluasi apakah sudah berjalan 
dengan baik. 
Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian internal telah dilaksanakan secara merata 
namun tidak dilaksanakan dengan maksimal. Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi 
adalah sebagai berikut: 1) pimpinan instansi tidak tegas dalam pelaksanaan pengendalian 
yang sudah direncanakan sebelumnya, 2) pegawai cenderung kurang perhatian akan sistem 
yang berlaku di instansinya, sehingga pengendalian internal yang seharusnya dilaksanakan 
dengan baik justru tidak maksimal. Pengendalian internal yang dilakukan oleh instansi di Kota 
Makassar berkaitan erat dengan teori atribusi, dimana suatu kinerja akan mengalami 
perubahan apabila ada pengaruh-pengaruh yang berasal dari sisi internal instansi tersebut. 
Perubahan yang positif harus dipertahankan dan yang negatif harus diberikan solusi yang 
terbaik. Penelitian ini didukung oleh  penelitian sebelumnya oleh Apriani (2013) dengan judul 
penelitian “Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal terhadapn Kinerja 
Organisasi Dilihat dari Persepsi Pegawai” yang menyatakan bahwa pengendalian internal 
secara positif mempengaruhi kinerja organisasi. 
 
V. Simpulan Dan Saran 
 
Penerapan Good Governance di pemerintah Kota Makassar telah diterapkan dengan 
baik. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah yang tertuang dalam 
kebijakan umum pembangunan Kota Makassar yaitu mengefektifkan penyelenggaraan tata 
pemerintahan yang baik (good governance). Indikator yang paling kuat berpengaruh dalam 
pembentukan good governance adalah akuntabilitas, dapat dilihat seluruh SKPD 
memperhatikan indikator ini dalam pembuatan anggaran maupun laporan keuangan. 
Indikator yang memiliki pengaruh kurang kuat dalam pembentukan good governance adalah 
partisipasi, dapat dilihat bahwa masyarakat cenderung belum aktif berperan dalam 
pelaksanaan kinerja pengelolaan keuangan sehingga berpengaruh dalam kinerja SKPD. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan teori atribusi yang menyatakan perilaku seseorang dapat 
berubah karena adanya pengaruh internal atau eksternal yang diterapkan dan good 
governance sendiri merupakan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja 
pengelolaan keuangan dari sisi pelaksanaan kegiatannya. Saran bagi peneliti selanjutnya di 
masa depan adalah dalam mengefektifkan penerapan good governance di Pemerintah Kota 
Makassar, peran aparatur pemerintah daerah juga dimaksimalkan untuk turut menganut 




prinsip yang berhubungan dengan kinerja pengelolaan keuangan seperti transparansi, 
akuntabilitas, responsif, dan efektifitas serta efisiensi.  
Penerapan pengendalian internal di pemerintah Kota Makassar diterapkan dengan 
baik. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan SKPD terhadap 
masyarakat dalam pencapaian tujuan organisasi publik. Pengendalian internal sendiri 
mendorong dan memotivasi pegawai SKPD untuk meningkatkan kinerja pengelolaan 
keuangannya agar tujuan instansi dapat tercapai. Indikator yang memiliki pengaruh kuat 
dalam membentuk pengendalian internal adalah informasi dan komunikasi, dimana segala 
informasi dan komunikasi menyebar secara cepat dan tepat. Indikator yang memiliki 
pengaruh kurang kuat dalam membentuk pengendalian internal adalah kegiatan 
pengendalian itu sendiri, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan 
keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan teori atribusi yang menyatakan perilaku 
seseorang dapat berubah karena adanya pengaruh internal atau eksternal dan pengendalian 
internal sendiri merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan 
dari sisi pelaksanaan pengendaliannya. Saran bagi peneliti selanjutnya di masa depan adalah 
peran pengendalian internal harus dilakukan secara cermat dan tepat karena menyangkut 
dengan tujuan yang akan dilakukan selama periode tertentu, hal ini harus dilakukan oleh 
semua pihak yang terkait. 




Apriani, S. (2013). Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi 
Dilihat dari Persepsi Pegawai. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 
Arfan, I. I. (2005). Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. 
Arfan, I. I. (2005). Akuntansi Keprilakuan. Jakarta: Salemba Empat. 
Dasaratha, F. R. (2011). Sistem Infomasi Akuntansi Buku 2. Jakarta: Salemba Empat . 
Furqan, A. C. (2012). Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Diambil kembali dari 
https://andichairilfurqan.wordpress.com/2012/05/25/kinerja-pengelolaan-keuangan-negara-
daerah/ 
Lucy, H. L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntanbilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah 
Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairnees Volume 3, 21-41. 
Mardiasmon. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 
Ningsih, D. (2013). Pengertian Internal Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of The 
Treadway Commission). Diambil kembali dari 
http://dwipuspaningsih511.blogspot.com/2013/04/pengendalian-internal-menurut-coso.html 
Nugraha, H. (2015). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang. Makassar: Universitas Hasanuddin. 
Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
Pratolo, S. (2006). Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Manajer pada Organisasional, Pengendalian 
Intern terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja 
Perusahaan. Bandung: Universitas Padjajaran . 
Rifka, J. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas 
Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Medan: Universitas Negeri Medan . 
Robbins, S. T. (2006). Perilaku Organisasi : Terjemahan Ahmad Fausi. Klaten: Indeks. 
UNDP. (1997). Governance for Suitable Development. New York: UNDP. 
 
 
 
 
